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ABSTRAK

RSUD Welas Asih Bandung merupakan rumah sakit provider Badan Penyelenggara Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), di mana pada implementasi kebijakan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) masih terdapat masalah-masalah terutama terkait pending klaim seperti
adanya miss komunikasi, kurangnya kerja sama/komitmen (disposisi) petugas dalam menjalankan
peraturan sehingga berdampak pada kelancaran klaim/besaran klaim yang dapat merugikan rumah sakit.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam penyebab pending klaim BPJS Kesehatan
pada pelayanan rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung serta upaya yang dilakukan rumah sakit dan
BPJS Kesehatan dalam mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam kepada informan terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prosedur pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSUD Welas Asih Bandung telah
berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur. Namun, masih ditemukan kendala pending klaim yang
disebabkan oleh tiga aspek utama, yaitu aspek medis (resume medis tidak lengkap, ketidaksesuaian
diagnosis dan tindakan, serta kurangnya justifikasi medis), aspek koding (kesalahan kode ICD-10/ICD-
9, overcoding atau undercoding, serta kesalahan grouping INA-CBGs), dan aspek administrasi
(kelengkapan berkas tidak terpenuhi, keterlambatan input data, ketidaksesuaian identitas, dan
keterlambatan pengajuan klaim). Pending klaim berdampak pada cashflow rumah sakit, menghambat
pembayaran operasional dan gaji pegawai, serta menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya yang
dilakukan rumah sakit untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antar
bagian, melakukan evaluasi rutin, dan memperkuat manajemen klaim.

Kata kunci : BPJS Kesehatan, pending klaim, rawat jalan

ABSTRACT

RSUD Welas Asih Bandung is a BPJS provider hospital, where in the implementation of the JKN policy
there are still problems, especially related to pending claims such as miscommunication, lack of
cooperation/commitment (disposition) of officers in implementing regulations, which has an impact on
the smoothness of claims/the amount of claims that can be detrimental to the hospital. This study aims
to explore in depth the causes of pending BPJS Kesehatan claims for outpatient services at Welas Asih
Regional Hospital, Bandung, and the efforts made by the hospital and BPJS Kesehatan to address them.
The results indicate that the BPJS Kesehatan claim submission procedure at Welas Asih Regional
Hospital, Bandung, has been carried out in accordance with Standard Operating Procedures. However,
pending claims are still hampered by three main issues: medical (incomplete medical resumes,
mismatched diagnoses and procedures, and lack of medical justification), coding (ICD-10/ICD-9
coding errors, overcoding or undercoding, and INA-CBG grouping errors), and administrative
(incomplete files, delayed data entry, identity discrepancies, and delayed claim submissions). Pending
claims impact hospital cash flow, hinder operational and employee salary payments, and reduce the
quality of healthcare services. Hospitals address these issues by improving coordination between
departments, conducting regular evaluations, and strengthening claims management..

Keywords : BPJS Health, outpatient, pending claims
PENDAHULUAN

Undang undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,Pelayanan Kesehatan Adalah
sega bentuk kekgiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan yang diberika secara langsung
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kepada perseorangan atau Masyarakat unuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan
Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan paliatif.Upaya
Kesehatan dalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehata
Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif kuratif, rehibilitatif dan paliati oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat. Dalam Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang
Pengenaan Urun Biaya Dan Selisin Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, untuk
meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, perlu memberikan
acuan dalam pengenaan urun biaya dan selisih biaya sebagai bagian upaya kendali mutu dan
kendali biaya serta pencegahan penyalah gunaan pelayanan di fasilitas Kesehatan.

Pada pelaksanaan klaim JKN proses administrasi klaim dilakukan denngan menggunakan
system (Indonesian-Case Based Groups) INA-CBGs. Dimana dilakukan pembayaran klaim
berdasarkan kelompok penyakit yang diderita. Pola pembayaran dengan INA-CBGs yang
diselenggrakan BPJS Kesehatan harus melalui tahap verifikasi berkas.Klaim yang diajukan
oleh fasilitas Kesehatan lebih dahulu diajukan oleh fasilitas Kesehatan terlebih dahulu
dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS yang bertujuan menguji kebenaran administrasi
untuk dipertanggung jawabkan untk menjaga mutu pelayanan dan efisien biaya pelayanan
Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Klaim BPJS merupakan pengjuan biaya perawatan
pasien peserta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan, dilakukan secara
kolektif dan ditagihkan kepada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya. Untuk mendapatkan
biaya ini, pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan
klaim. Kelengkapan dokumen pengajuan klaim JKN merupakan hal yang sangat penting untuk
kelancaran proses penggatian biaya pelayanan. Kelengkapan dokumen klaim JKN dapat
dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta (seperti fotocopy KTP,
fotokopi kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume pasien, laporan penunjang,
laporan individu pasien).

Menurut Permenkes Nomor 28 tahun 2014, kelengkapan berkas pada pasien rawat inap
meliputi kelengkapan informasi rekam medis yang harus dilengkapi serta ditanda tangani oleh
dokter penanggung jawab. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai seringkali disebabkan karena
ketidak sesuaian antar lembar klaim dan resume medis seperti kode diagnosis dan Tindakan
tidak sesuai dengan ICD-10 dan ICD 9 CM. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di
RSUD Welas Asih Bandung pada bulan juli 2025 dan dilakukan peninjauan Kembali pada
Agustus 2025, peneliti menemukan masalah di bagian administrasi BPJS terkait pengajuan
berkas klaim asuransi BPJS Kesehatan ynag dikembalikan untuk direvisi selama periode bulan
Oktober 2024 jumlah klaim yang diajukan pada rawat jalan dan berkas yang direvisi oleh
RSUD Welas Asih Bandung ditemukan ada 3.318 jumlah klaim yang diajukan pada rawat jalan
dan berkas yang telah direvisi oleh RSUD Welas Asih Bandungyang terdiri dari 2.753. Hal ini
karena adanya persyaratan yang belum lengkap atau terdapat resume medis yang belum
lengkap, kesalahan pengkodean ataau koding yang tidak sesuai dengan resume medis, sehingga
pihak verifikator BPJS harus terlebih dahulu mengembalikan berkas persyaratan klaim kepada
petugas verifikator yang berada di rumahh sakit atau dokter yang merawat pasien untuk
memintakan kelengakapan pengisian dokumen peryaratan tersebut.

Kelengkapan pengisian berkas yang menyebabkan pending klaim BPJS Kesehatan masij
menjadi masalah di RSUD Welas Asih Bandung menyebabkan pembayaran klaim dari BPJS
Kesehatan ke Rumah Sakit terlambat dan merugikan keuangan Rumah Sakit serta
mengakibatkan keterlambatan pembayaran jasa medis dokter serta jasa pelayanan tenaga
Kesehatan lainnya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan pelayanan dan
pembiayaan di RSUD Welas Asih Bandung oleh karena itu penyebab klaim tidak dapat
diproses perlu dianalisis, diidentifikasi, dan diperbaiki sehingga peneliti tertarik untuk
melaksnakan penelitian mengenai Analisis Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Pasien

C____________________________________________________________________________
JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI 10686



Volume 6, Nomor 3, September 2025 ISSN : 2774-5848 (Online)
ISSN : 2777-0524 (Cetak)

Rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengapa
berkas persyaratan klaim BPJS Kesehatan rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung tejadi
pending.

METODE

Penelitiaan ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatana
femenologi yang bertujuan agar dapat menggambarkan makna pengalaman subjek pada
fenomena yang diteliti, supaya dapat menggali lebih dalam mengenai penyebab pengembalian
berkas klaim BPJS rawat jalan sehingga dapat menurunkan Tingkat unclaimed berkas BPJS
rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung.

HASIL

Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat Jalan RSUD
Welas Asih Bandung

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggnuakan wawancara mendalaam kepada
informan didapatkan bahwa para informan mengerti proses pelaksanaan prosedur administrasi
klaim BPJS pelayanan rawat Jalan, dan juga didapati bawha prosedur administrasi klaim BPJS
Kesehatan pada pelayanan rawat Jalan di RSUD Welas Asih Bandung berjalan sesuai Standar
Operasional Prosedur yang ada. Seluruh informan mengetahui prosedur proses administrasi
klaim BPJS, yakni dimulai dari tempat pendaftaran, lanjut ke dokter penanggung jawab pasien
rekapitulasi rekam medik dilanjutkan proses billing, selanjutnya diperika oleh verifikator, lalu
instalasi JKN menerima berkas klaim Rawat Jalan melalui App KUAB Taktis, verifikasi
kelengkapan administrasi klaum/entry dan koding di INA-CBGs, selanjutnya download data
berkas lalu menggabungkan LIP(Laporan Induk Pasien) yang didownload dari e-klaim / INA-
CBGs sebagai data pengajuan klaim.

Penyebab Pending Klaim BPJS di RSUD Welas Asih Bandung

Penyebab pending klaim di RSUD Welas Asih Bandung dapat dikategorikan ke dalam tiga
aspek utama, yaitu aspek medis, aspek koding, dan aspek administrasi. Dari aspek medis,
pending sering kali terjadi karena resume medis tidak lengkap, misalnya tidak dicantumkannya
diagnosis utama maupun diagnosis sekunder, tindakan yang telah dilakukan, serta hasil
pemeriksaan penunjang. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara diagnosis dengan tindakan
medis juga dapat menimbulkan pending, misalnya ketika tindakan yang dilakukan cukup
kompleks tetapi diagnosis yang tercatat tidak mendukung. Dokumentasi Klinis yang tidak
konsisten, baik antara catatan rekam medis, resume medis, maupun laporan operasi, turut
menjadi faktor penyebab. Hal lain yang sering ditemukan adalah kurangnya justifikasi medis
dari diagnosis yang dipilih, misalnya diagnosis pneumonia yang tidak dilengkapi hasil
pemeriksaan penunjang seperti foto toraks atau laboratorium.

Selanjutnya, dari aspek koding, pending dapat disebabkan oleh kesalahan dalam
pemberian kode diagnosis maupun tindakan. Hal ini bisa berupa pemilihan kode ICD-10 atau
ICD-9-CM yang tidak tepat, penggunaan kode yang tidak sesuai dengan resume medis, serta
terjadinya overcoding (pemberian kode berlebihan) atau undercoding (kode yang seharusnya
ada tetapi tidak dicantumkan). Kesalahan koding tersebut sering kali berimplikasi pada proses
grouping dalam sistem INA-CBGs, sehingga kelompok tarif yang dihasilkan tidak sesuai
dengan kasus sebenarnya dan klaim pun ditolak atau tertunda. Sementara itu, dari aspek
administrasi, pending klaim banyak disebabkan oleh kelengkapan berkas yang tidak
terpenuhi, seperti absennya dokumen pendukung klaim yang diwajibkan BPJS. Selain itu,
keterlambatan dalam input data ke dalam aplikasi INA-CBGs, ketidaksesuaian identitas pasien
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antara KTP, kartu BPJS, dan data pada sistem rumah sakit, serta tidak dilampirkannya
dokumen wajib seperti Surat Eligibilitas Peserta (SEP), surat kontrol, atau dokumen rujukan
menjadi kendala administratif yang sering muncul. Tidak jarang pula keterlambatan pengajuan
klaim ke BPJS melewati batas waktu yang telah ditentukan, sehingga klaim menjadi pending.

Dampak Dari Pending Klaim BPJS di RSUD Welas Asih Bandung

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada para
informan, didapatkan hasil bahwa, pembayaran yang ditunda yang harusnya dibayarnya di
tahap pertama uang diterima ditahap pertama ,dikarenakan ada pending sehingga pembayaran
dibayar nanti di bulan bulan berikutnya, dampaknya berepengaruh terhadap cashflow rumah
sakit pendapatan rumah sakit jadi terhambat yang seharusnya terbayarkan di tahap pertama
tetapi dikarenakan dipending dahulu pertama butuh effort Kembali dua kali pengerjaan
dikarenakan adanya revisi klaim , kedua uang yang diterima rumabh sakit jadi terhambat seperti
obat harus dibayar,gaji pegawai harus dibayar.

Penundaan pembayaran klaim memberatkan pihak RS yang membutuhkan dana untuk
operasional dan kompensasi pegawai setiap bulan. Keterlambatan pembayaran oleh BPJS
minima 2 bulan setelah pengajuan klaim oleh pihak RS sangat menggangu cash flow yang
berdampak pada kualitas pelayanan. Keterlambatan bayar hingga berbulan-bulan
mengakibatkan ruang fisikal untuk kegiatan operasional mnejadi terbatas. Rumah sakit harus
mengurus sendiri skema pembuayaan melalui pihak ketiga, yakni perbankan dan sangat
membebani RS.

Upaya Dari Rumah Sakit Terkait Masalah Pending Klaim BPJS Kesehatan

Dari hasil penelitian yang dilakuka dengan cara wawancara mendalam kepada para
informan , didapatkan uoaya yang dilakukan Rumah Sakit terkait masalah pengembalian
berkas revisi klaim rawat jalan BPJS Kesehatan, Rumah Sakit senenatiasa melakukan evaluasi
untuk mengurangi kejadian ketidak lengkapan berkas klaim maupun kesalah koding, dimulai
dari selalu mengkomunikasikan segala masalah yang ada serta berkoodinasi dari setiap bagian
yang berhubungan serta saling mengingatkan. Pelaksanaan klaim yang tepat terhadap
keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit di era JKN sangatlah penting. Sangat
diperlukan sebuah pengelolaan yang baik dari setiap penyelenggara pelayanan tersebut.
Pengelolaan yang baik selalu dilakukan dengan sebuah perencanaan yang baik setiap
penyelenggara pelayanan tersebut. Pengelolaan yang baik selalu dilakukan dengan sebuah
perencanaan yang baik. Dalam mencapai sebuah sasaran (proses klaim yang baik) dapat
menggunakan planning (Perencanaan), organization (Organisasi), actuating (Pelaksanaan), dan
controling (Pengawasan) melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Berdasarkan pendapat tersebut sebetulnya kegiatan di dalam Rumah Sakit memerlukan
manajemen yang baik untuk mengendalikan semua sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Salah satunya manajemen
dibutuhkan dalam mengatur semua kegiatan untuk proses era BPJS Kesehatan.

Upaya Dari BPJS Kesehatan Terkait Masalah Pending Klaim BPJS Kesehatan

Hasil wawancara mendalam dengan para informan menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan
telah menerapkan berbagai strategi sistematis dalam menangani permasalahan klaim yang
masuk status pending. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelenggaraan sosialisasi
berkelanjutan mengenai regulasi BPJS Kesehatan, mencakup aturan lama maupun yang
terbaru. Selanjutnya, BPJS Kesehatan aktif melakukan konfirmasi dan koordinasi intensif
dengan pihak rumah sakit apabila muncul perbedaan persepsi dalam penanganan klaim. Selain
itu, terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program klaim di fasilitas
kesehatan, guna memastikan keselarasan dengan ketentuan resmi. Semua upaya tersebut

C____________________________________________________________________________
JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI 10688



Volume 6, Nomor 3, September 2025 ISSN : 2774-5848 (Online)
ISSN : 2777-0524 (Cetak)

dilaksanakan berlandaskan pedoman ketat, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36
Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN serta panduan INA-CBGs
yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 dan perbaikan
berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016, yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan klaim sesuai kaidah ICD-10 dan ICD-9. Dengan demikian,
pendekatan BPJS Kesehatan menyatukan sosialisasi, kolaborasi, dan evaluas.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pending klaim BPJS Kesehatan pada pelayanan
rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung terutama disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni
aspek medis, aspek koding, dan aspek administrasi. Pada aspek medis, hambatan terjadi akibat
ketidaklengkapan resume medis, ketidaksesuaian diagnosis dengan tindakan, serta lemahnya
justifikasi medis. Dari sisi koding, ditemukan kesalahan dalam pemilihan kode ICD-10/1CD-
9, overcoding maupun undercoding, serta kesalahan grouping INA-CBGs. Sementara itu,
aspek administrasi meliputi ketidaklengkapan berkas, keterlambatan input data ke sistem,
ketidaksesuaian identitas pasien, dan keterlambatan pengajuan klaim ke BPJS. Dampak dari
pending klaim ini signifikan terhadap arus kas rumah sakit, karena menghambat pembayaran
operasional dan gaji pegawai, bahkan berpotensi menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

Temuan ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa
meskipun prosedur klaim telah dijalankan sesuai SOP, hambatan teknis dan administratif masih
sering terjadi di lapangan. Kondisi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Ayu Putri
dkk. (2019) serta Noviatri (2016) yang menemukan bahwa keterlambatan atau penolakan klaim
BPJS banyak dipengaruhi oleh kelengkapan berkas medis dan administrasi. Selain itu, Aditama
dkk. (2019) juga menegaskan bahwa kesalahan koding merupakan salah satu penyebab
dominan pending klaim di berbagai fasilitas kesehatan. Kesamaan hasil ini menunjukkan
bahwa permasalahan pending klaim bersifat umum di berbagai rumah sakit di Indonesia, bukan
hanya di RSUD Welas Asih Bandung. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi
pengembangan manajemen klaim BPJS di rumah sakit dengan menyoroti kebutuhan pelatihan
berkelanjutan bagi petugas koding, perbaikan sistem monitoring administrasi klaim, serta
peningkatan disiplin dalam pendokumentasian medis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan
strategi perbaikan manajemen klaim, tidak hanya di RSUD Welas Asih Bandung, tetapi juga
di fasilitas kesehatan lainnya, guna menjaga keberlanjutan pembiayaan dan mutu pelayanan di
era JKN (Ayu Putri et al., 2019; Noviatri, 2016; Aditama et al., 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan klaim BPJS
Kesehatan rawat jalan di RSUD Welas Asih Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan SOP
yang berlaku. Namun demikian, permasalahan pending klaim masih terjadi dengan penyebab
utama berasal dari aspek medis, aspek koding, dan aspek administrasi. Aspek medis mencakup
ketidaklengkapan resume medis, ketidaksesuaian diagnosis dan tindakan, serta lemahnya
justifikasi medis. Aspek koding meliputi kesalahan dalam pemilihan kode ICD-10/ICD-9,
overcoding, undercoding, dan kesalahan grouping. Sementara itu, aspek administrasi terkait
dengan berkas klaim yang tidak lengkap, keterlambatan input data, ketidaksesuaian identitas,
serta keterlambatan pengajuan klaim. Dampak dari pending klaim sangat signifikan terhadap
cashflow rumah sakit, karena menunda penerimaan pembayaran klaim yang berimbas pada
operasional rumah sakit, pembayaran obat, hingga gaji pegawai.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, RSUD Welas Asih Bandung melakukan berbagai
upaya, antara lain evaluasi berkala, peningkatan koordinasi antar unit, serta perbaikan dalam
manajemen klaim. Sementara itu, BPJS Kesehatan mendukung melalui sosialisasi regulasi,
koordinasi dengan pihak rumah sakit, serta evaluasi rutin berlandaskan pedoman resmi dari
Kementerian Kesehatan. Dengan adanya sinergi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan,
diharapkan angka pending klaim dapat diminimalkan sehingga kualitas pelayanan kesehatan
di era JKN tetap terjaga.
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